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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the suitability of the application of 
accounting treatment regarding the recognition, measurement, presentation, and 
disclosure of financial statements of musyarakah financing transactions with 
SFAS No. 106 at BPRS Al-Mabrur Klaten 2017. 
This research is a filed study with qualitative approach. Research subjects at 
BPRS Al-Mabrur Klaten while the object of research is the recognition, 
measurement, presentation, and disclosure financial statements of musyarakah 
financing transaction in 2018. Data collection used in this study are interview and 
documentation. 
The results of this study indicate that the application of musyarakah financing 
accounting to BPRS Al-Mabrur Klaten covering: (1) the accounting recognition 
of musyarakah financing has not been fully in accordance with SFAS No. 106 
because revenue sharing is calculated based on projections and accidental loss is 
the responsibility of the customer, with a discount.; (2) the measurement of 
accounting for musyarakah financing is in accordance with SFAS No. 106; (3) the 
accounting presentation of musyarakah financing is not in accordance with SFAS 
No. 106 because cash handed over to customers is presented as musyarakah 
financing: (4) the disclosure of accounting for musyarakah financing is not in 
accordance with SFAS No. 106 because BPRS does not make notes on financial 
statements. 
 
 
Keywords: Musyarakah Financing, Statement of Financial Accounting Standart 
(SFAS) No. 106 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan 
perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah dengan 
PSAK No. 106 pada BPRS Al-Mabrur Klaten tahun 2017. 
Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. 
Subjek penelitian pada BPRS Al-Mabrur Klaten, sedangkan objek penelitian 
adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan 
transaksi pembiayaan musyarakah tahun 2018. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
pembiayaan musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten yang meliputi: (1) 
pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK No. 106 karena pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan 
proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan 
diberikan diskon; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah 
telah sesuai dengan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan 
musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No. 106 karena kas yang diserahkan 
kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah: (4) pengungkapan 
akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No. 106 
karena pihak BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan. 
 
 
Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 106 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Berdasarkan pasal 1 butir 2 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan yang kini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 
(Yusuf, 2012). 
Perbankan sendiri selama lebih dari satu dekade ini telah berkembang sangat 
pesat, khususnya perbankan syariah. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada 
tanggal 1 Mei 1992, perbankan syariah ikut serta dalam memajukan 
perekonomian Indonesia. Perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil memang 
telah dicita-citakan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. 
Produk dalam perbankan syariah memiliki potensi untuk terus tumbuh lebih lanjut 
dan mampu untuk memecahkan masalah gharar,riba, dan  maisyir (Aisyah & 
Nor, 2016). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (UU RI No. 21, 2008), terdapat dua jenis perbankan syariah, yaitu: 
1. Bank Umum Syariah (BUS) yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai 
dengan   prinsip syariah serta di dalamnya terdapat kegiatan memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
2 
   
 
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjalankan kegiatannya 
sesuai dengan prinsip syariah, namun kegiatannya tidak memberikan jasa 
lalu lintas pembayaran.  
Berbeda dengan BUS yang memiliki kegiatan dan pangsa pasar yang besar, 
BPRS merupakan bank yang memfokuskan diri pada aktivitas ekonomi 
masyarakat lemah pada suatu daerah tertentu. Sesuai dengan pengertiannya bahwa 
bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat 
(Yahdiyani, 2016), BPRS juga menjalankan fungsi yang sama. BPRS 
menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi yang sesuai dengan 
prinsip syariah dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 
Secara umum, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam 
empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara‟ah, dan musaqah. Namun 
pada praktiknya, akad yang sering digunakan adalah akad mudharabah dan akad 
musyarakah. Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dapat 
dikatakan sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan 
prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing) dan prinsip bagi hasil kerugian (loss 
sharing) (Rohmi, 2015).  
Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan usaha tertentu, dengan dana yang diberikan masing-masing pihak dan 
jika untung dibagi berdasarkan kesepakatan namun jika rugi bagi berdasarkan 
proporsi dana yang diberikan (IAI, 2007b). Dana yang diberikan dapat berupa kas 
3 
   
 
atau aset non-kas yang diperbolehkan oleh syariah (Susanto, Morasa, & Wokas, 
2017). 
Akad musyarakah mengungkapkan bahwa para mitra memberikan modal 
kerja untuk usaha tertentu (Neni & Azizah, 2016). Para mitra harus menggunakan 
modal tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha dan bukan untuk kepentingan 
pribadi, akibatnya para mitra dituntut untut membuat pelaporan pencatatan 
akuntansi dalam setiap transaksi yang dilakukannya sebagai wujud 
pertanggungjawaban atas penggunaan modal musyarakah (Chintya & Linaria, 
2017). Sehingga, dibutuhkan suatu standart akuntansi berbasis syariah sebagai 
pedoman dalam penerapan pencatatan akuntansi. 
Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standart 
akuntansi yang sering digunakan dalam pengelolaan produk perbankan syariah 
maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam aspek pencatatan akuntansi 
akad musyarakah, pemerintah menetapkan PSAK 106 sebagai dasar pedomannya.  
PSAK 106 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan pengelolaan dana musyarakah baik untuk pemilik modal maupun 
pengelola usaha, serta dasar penentuan bagi hasil usaha musyarakah (IAI, 2007b).  
Penelitian mengenai penerapan akuntansi musyarakah pada entitas syariah 
telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian tentang Penerapan PSAK 
106 untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk 
Cabang Jember (Sari, 2014). Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelaksanaan 
pembiayaan musyarakah secara keseluruhan di Bank Syariah Mandiri telah sesuai 
dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 
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106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
Penelitian lain yakni tentang Penerapan Akuntansi Musyarakah pada Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado (Susanto et al., 2017), hasil penelitian 
menunjukkan jika pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad  pembiayaan 
musyarakah serta penyajian pada PT BSM KC Manado belum sesuai dengan 
pencatatan PSAK No. 106, hal ini karena adanya ketidaksesuaian pencatatan 
jurnal yang dilakukan oleh BSM KC Manado dengan PSAK No. 106.  
Penelitian tentang Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi 
Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung menunjukkan hasil bahwa BMT 
Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai dengan PSAK 106. Hal ini disebabkan 
karena BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja. 
Kebijakan tersebut dilakukan karena jika mengguakan dana asset non-kas hanya 
akan menyulitkan dan tidak efektif sehingga risiko yang ditimbulkan juga lebih 
besar (Chintya & Linaria, 2017). 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Klaten merupakan salah 
satu BPRS yang telah berdiri sejak tahun 2009. Sesuai dengan tujuannya sebagai 
salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Al-Mabrur Klaten ikut serta untuk 
mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan 
pembiayan syariah, baik berupa modal tetap maupun modal usaha. 
Produk yang ditawarkan oleh BPRS Al-Mabrur antara lain pembiayaan 
murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan piutang multijasa. Pembiayaan 
musyarakah sendiri mulai ada sejak tahun 2011. Jumlah pembiayaan musyarakah 
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dari tahun ke tahun mengalami jumlah yang fluktuatif, dan pada tahun 2016 dan 
2017 tidak ada pembiayaan musyarakah. 
Produk musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten merupakan produk 
pembiayaan kedua terbanyak yang diminati oleh masyarakat setelah produk 
murabahah. Dikarenakan produk murabahah merupakan produk jual beli dimana 
keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan musyarakah  adalah 
kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan 
ditanggung. 
BPRS Al-Mabrur Klaten merupakan satu-satunya BPRS di Klaten yang 
menyediakan produk pembiayaan musyarakah. Sehingga, dengan menjadi satu-
satunya BPRS yang menyediakan produk pembiayaan musyarakah diasumsikan 
BPRS telah menerapakan PSAK No. 106 secara komprehensif. Kendala yang 
dihadapi oleh BPRS Al-Mabrur Klaten hampir sama dengan BPRS lainnya, yaitu 
pertama, minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi 
syariah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pendahuluan dengan staf 
bagian keuangan dan admin pembiayaan BPRS Al-Mabrur Klaten.  
Pada praktiknya, staf bagian keuangan dan admin pembiayaan BPRS 
tersebut masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi 
syariah, khususnya tentang pembiayaan musyarakah. Hal tersebut dapat dilihat 
dari latar belakang pendidikan yang bukan dari lulusan keuangan syari’ah. Kedua, 
nasabah yang terdiri dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah masih 70% lebih 
belum mampu memahami dengan baik mengenai pembuatan laporan keuangan 
syariah. 
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BPRS Al-Mabrur Klaten, 
bank memang telah melaksanakan prinsip syariah. Namun sejauh mana penerapan 
akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi 
syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah, belum diketahui. Maka dari 
itu, penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah 
Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS Al-Mabrur Klaten”. 
 
1.2 Indentifikasi Masalah  
Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan, maka 
identifikasi masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi 
syariah terbatas. 
2. Nasabah belum memahami cara membuat laporan laba rugi. 
3. Masih ada beberapa penelitian terkait penerapan akuntansi musyarakah di 
lembaga keuangan syari’ah yang belum menerapkan PSAK No. 106 secara 
keseluruhan. 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada penerapan 
akuntansi dalam transaksi pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan standart 
akuntansi syariah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 
106. Dalam penelitian ini, lembaga perbankan yang diteliti juga dibatasi pada 
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BPRS Al-Mabrur Klaten. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan 
periode September 2018. 
 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 
suatu masalah yaitu bagaimana penerapan akuntansi musyarakah (pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan) di BPRS Al-Mabrur Klaten didasarkan 
pada pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) 106. 
 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi musyarakah (pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan) di BPRS Al-Mabrur Klaten didasarkan 
pada pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) 106. 
 
 
1.6 Manfaat Peneltian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun 
tempat dilakukannya penelitian ini, serta bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, 
terdapat banyak manfaat yang diharapkan dari peneliti. Adapun manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperdalam ilmu 
pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan Musyarakah di 
BPRS Al-Mabrur Klaten berdasarkan pada PSAK No. 106. 
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 
penelitian-penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 
keyakinan yang memadai kepada masyarakat umum terutama kepada para 
nasabah terkait perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BPRS 
Al-Mabrur Klaten. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi 
lembaga terkait dalam penerapan pembiayaan musyarakah, baik dari segi 
perlakuan akuntansinya dan penerapan perlakuan akuntansi untuk 
pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah. 
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1.7 Penelitian yang Relevan 
 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
 
No Nama, 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Susanto, 
Morasa, & 
Wokas 
(2017) 
Analisis Penerapan 
Sistem Bagi Hasil 
Pembiayaan 
Musyarakah 
Menurut PSAK No. 
106 Di PT Bank 
Syariah Mandiri 
Kantor Cabang 
Manado 
 
Metode 
analisis 
deskriptif-
kualitatif 
Hasil penelitian 
menunjukkan pencatatan 
pengakuan dan 
pengukuran akhir akad  
pembiayaan musyarakah 
serta penyajian pada PT 
Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Manado 
belum sesuai dengan 
pencatatan PSAK No. 
106. 
 
2 
 
 
 
 
 
Chintya & 
Linaria 
(2017) 
Penerapan PSAK 
No. 106 Pada 
Perlakuan 
Akuntansi 
Musyarakah Di 
BMT Al-Ihsan 
Metro Lampung 
 
 
 
Teknik 
analisis 
kualitatif 
dengan 
metode 
berpikir 
deduktif 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
BMT Al-Ihsan belum 
sepenuhnya menerapkan 
PSAK No. 106.  
Pengukuran di BMT Al-
Ihsan Metro Lampung 
hanya menggunakan 
dana dalam bentuk kas 
saja. Hal ini diterapkan 
untuk memudahkan 
pencatatan dan 
menghidari adanya 
resiko kesalahan 
pencatatan yang tinggi. 
 
3 Neni & 
Azizah 
(2016) 
Islamic Accounting 
: Coherency 
Between 
Musharaka And 
Mudharaba 
Financing On 
Syaria Rural Bank 
Towards SFAS 106 
And 105 
Metode 
komparative 
Studi ini menunjukkan 
bahwa pembiayaan 
musyarakah dan 
mudharabah BPRS tidak 
selalu memiliki 
koherensi terhadap SFAS 
106 dan 105 
Tabel berlanjut… 
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No Nama, 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
4 Sari (2014) Penerapan PSAK 
106 Untuk 
Akuntansi Investasi 
Musyarakah Pada 
PT. Bank Syariah 
Mandiri Tbk 
Cabang Jember 
Metode 
yang 
digunakan 
yakni 
deskriptif 
kualitatif  
 
 
Pelaksanaan pembiayaan 
musyarakah di Bank 
Syariah Mandiri telah 
sesuai dengan Fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional 
No: 08/DSN-
MUI/IV/2000 dan PSAK 
106 tentang Akuntansi 
Musyarakah dan PSAK 
101 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan 
Syariah 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yusuf 
(2012) 
Analisis Penerapan 
Akuntansi 
Musyarakah 
Terhadap PSAK 
106 Pada Bank 
Syariah X 
Penelitian 
ini 
menggunak
an jenis 
penelitian 
evaluasi  
dan 
menggunak
an metode 
kualitatif 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
penerapan akuntansi 
musyarakah pada 
Bank Syariah X telah 
sesuai dengan PSAK 
106. Akan tetapi, hanya 
pada penulisan nama 
perkiraaan dalam 
pencatatannya dengan 
istilah pembiayaan 
musyarakah seharusnya 
diganti dengan investasi 
musyarakah 
 
 
 
 
1.8 Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul 
Penerapan PSAK No 106 pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-
Ihsan Metro Lampung  (Chintya & Linaria, 2017), namun dalam penelitian ini 
objek yang digunakan berbeda. 
Lanjutan Tabel 1.1 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. 
Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh di lapangan baik itu melalui 
wawancara maupun dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti dengan 
menggunakan metode deskriptif berupa penjelasan yang tertuang dalam kalimat. 
 
 
1.9 Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada BPRS Al-Mabrur Klaten sewaktu penelitian 
ini direncanakan mulai penyusunan usulan penelitian hingga terlaksana laporan 
penelitian ini, yakni pada bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019. 
 
 
1.10 Sistematika Penelitian 
Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah (FEBI, 2017): 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan untuk dijadikan acuan 
dalam menganalisis permasalahan untuk penelitian secara umum dan 
teori-teori tentang variable secara umum, serta kerangka berfikir. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang waktu dan tempat penelitian,  jenis 
penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil penelitian, analisis data dan pembahasan. 
BAB V  KESIMPULAN 
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk 
penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pembiayaan Musyarakah 
1. Pengertian Musyarakah 
Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti campuran atau 
mencampurkan (Susanto et al., 2017). Musyarakah merupakan bentuk umum dari 
usaha bagi hasil, dimana para mitra mengumpulkan dana untuk manajemen usaha 
tertentu dengan proporsi yang telah disepakati (Muljono, 2015). Musyarakah 
yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal 
dan  melakukan suatu usaha tertentu dimana  keuntungan maupun kerugian 
ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Neni & Azizah, 2016). 
Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan melakukan usaha 
tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dimana jika 
terjadi keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan namun jika terjadi rugi dibagi 
berdasarkan proporsi kontribusi dana disebut musyarakah (IAI, 2007b). 
Musyarakah juga dapat diartikan sebagai kontrak kemitraan dengan pembagian 
keuntungan maupun kerugian (Mia, Hasnat, & Mahjabeen, 2016). 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu akad 
kerjasama bagi hasil dimana para pemilik modal mencampurkan modal mereka 
untuk suatu usaha tertentu dengan ketentuan jika terjadi keuntungan dibagi 
berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan jika terjadi kerugian dibagi 
berdasarkan proporsi dana yang dimiliki. 
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2. Jenis Musyarakah 
Musyarakah dibedakan menjadi dua jenis yakni musyarakah pemilikan dan 
musyarakah akad (Susanto et al., 2017) 
a. Musyarakah Pemilikan (Syirkah Al-Milk) 
Musyarakah yang keberadaannya muncul jika dua orang/lebih memiliki 
kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu aset, sehingga musyarakah 
jenis ini mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership). Para mitra 
berbagi atas kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dihasilkan sesuai 
dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi 
atau menjualnya (keputusan harus dengan persetujuan semua mitra). 
b. Musyarakah Akad (Syirkah Al-Uqud) 
Musyarakah ini merupakan kerjasama yang tercipta dengan kesepakatan dua 
orang atau lebih melakukan kerja sama untuk tujuan tertentu. Para mitra dapat 
berkontribusi dengan modal/dana/bekerja, dengan berbagi keuntungan 
maupun kerugian. Musyarakah Akad dapat dibagi menjadi empat, yakni: 
1) Syirkah Abdan, yakni bentuk kemitraan dari kalangan 
pekerja/professional dengan kesepakatan untuk melakukan pekerjaan 
tertentu dan akan berbagi penghasilan yang diterima. 
2) Syirkah Wujuh, yakni kerjasama antara dua mitra yang tidak 
menyertakan modal. Para mitra menjalankan usaha berdasarkan 
kepercayaan pihak ketiga. 
15 
   
 
3) Syirkah „Inan, yakni bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi 
pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal 
modal maupun pekerjaan. 
4) Syirkah Muwafaddah, adalah bentuk kerjasama dengan posisi dan 
komposisi para mitra harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, 
keuntungan, maupun resiko kerugian. 
Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan terdapat dua jenis musyarakah 
yakni musyarakah permanen dan musyarakah menurun (IAI, 2007b): 
a. Musyarakah Permanen, yakni musyarakah yang memberikan kontribusi 
dana sesuai dengan kontrak dan jumlahnya tetap sampai akhir masa akad. 
b. Musyarakah Menurun, yakni musyarakah dengan ketentuan bagian dana 
mitra satu akan ditransfer secara bertahap ke mitra lain, sehingga dana 
mitra satu akan berkurang dan diakhir akad, mitra lain akan menjadi 
pemilik penuh atas dana investasi musyarakah. 
3. Dasar Musyarakah 
a. Sumber Hukum Akad Musyarakah, diantara ayat dan hadist yakni: 
Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 terdapat 
beberapa sumber hukum terkait akad musyarakah diantaranya sebagai berikut: 
1) Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 12: 
…               ا                                   ا            … 
…Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 
mereka berserikat pada sepertiga… 
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2) Firman Allah QS. Shad [38]: 24: 
 ِء ا َط َلُخلْ ا  َن ِم  ًاير ِث َك َّن ِإ َو    ۖ  ِه ِج ا  َع ِن  َٰلَ ِإ  َك ِت َج خع  َ ن  ِل اَؤ ُس ِب  َك َم َل َظ  خد َق َل  َل ا َق
 ٌل ي ِل َقَو  ِت اَِلِ ا َّص ل ا  او ُل ِم َعَو  او ُن َم آ  َن ي ِذَّل ا  َّلَّ ِإ  ٍض خع  َ ب  ٰى َل َع  خم ُه ُض خع  َ ب  ي ِغ خب َي َل
 ََ   خم ُه  ا َم 
Daud berkata:”sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikat itu sebagaian dari mereka berbuat zalim kepada 
sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal 
sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”... 
 
 
Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syarukâ‟ adalah bersekutu dalam 
memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shâd (38) 
ayat 24, lafal al-khulathâ‟ diartikan syarukâ‟, yakni orang-orang yang 
mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. 
3) Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِدو ُق ُع خل ا ِب  او ُف خو َأ  او ُن َم آ  َن ي ِذَّل ا  ا َه ُّ ي َأ  ا َي 
Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu... 
 
4) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: 
 ا َذ ِإ َف  ُه َب ِح ا َص  اَُهُ ُد َح َأ  خنَُيَ  َخلَ  ا َم   ِ خي َك ِير َّش ل ا  ُث ِل ا َث  ا َن َأ  ُلو ُق  َ ي  َهَّل ل ا  َّن ِإ
ا َم ِه ِن خي  َ ب  خن ِم  ُت خجَر َخ  ُه َن ا َخ 
Allah SWT. berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak 
yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari 
mereka.”(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu 
Hurairah). 
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Berdasarkan keterangan Al-Qur’an dan Hadist tersebut, para ahli fikih 
menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah (Nurhayati & Wasilah, 
2016). Namun, masih terdapat perselisihan terkait keabsahan hukum dari berbagai 
jenis akad musyarakah (Muhammad, 2011). 
b. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah 
Prinsip dasar dalam musyarakah yakni prinsip kerjasama atau 
kemitraan antara dua pihak atau lebih dengan menjalankan suatu usaha 
untuk mencapai keuntungan (Yuwono, 2012). Fatwa DSN-MUI No 
08/DSN-MUI/IV/2000  menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan 
musyarakah, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terlaksananya 
akad musyarakah, yaitu: pelaku terdiri dari atas para mitra, objek 
musyarakah berupa modal dan kerja, ijab kabul/ serah terima, dan nisbah 
keuntungan/ kerugian (DSN-MUI, 2000). 
Dalam fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 terdapat 
beberapa ketentuan terkait pembiayaan musyarakah. Ketentuan-ketentuan 
tersebut adalah  
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
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c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan 
hal-hal berikut: 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan 
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 
kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a. Modal  
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 
perdagangan, seperti barang-barang, property, dan 
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sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu 
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan  musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta 
jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan 
bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing 
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. 
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2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 
diberikan kepadanya. 
4) Setiap pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional 
menurut porsi dana masing-masing mitra dalam modal. 
4. Biaya operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
c. Berakhirnya Akad Musyarakah 
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah 
(Nurhayati & Wasilah, 2016) 
1) Salah seorang mitra menghentikan akad. 
2) Salah seorang mitra hilang akal atau meninggal, ahli waris dapat 
menggantikan mitra tersebut dengan ketentuan dan kesepakatan bersama 
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3) Modal musyarakah hilang/habis. 
4. Karakteristik Pembiayaan Musyarakah 
Terdapat beberapa karakteristik pembiayaan musyarakah (Partini, 2009) 
a. Bentuk kerjasama antara para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan. 
b. Melakukan suatu usaha atau proyek, dengan pengembalian dana ditambah 
bagi hasil. 
c. Modal berupa kas dan aset non-kas. 
d. Mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, namun jaminan dapat 
diberikan atas kesalahan/kelalaian mitra pengelola. 
e. Keuntungan dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang telah disepakati. 
f. Kerugian dibebankan proporsional sesuai dengan proporsi modal . 
5. Skema Pembiayaan Musyarakah 
Skema pembiayaan musyarakah secara umum dapat dijelaskan dalam tiga 
point (Elyza, 2007) : 
a. Menggabungkan dana/modal harta pribadi antar mitra 
b. Menjalankan proyek/usaha musyarakah  
c. Hasil usaha untung/rugi dibagi kepada masing-masing mitra dengan 
keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil sedangkan rugi didasarkan 
pada proporsi kontribusi dana. 
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Gambar 2.1 
Skema Pembiayaan Musyarakah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK 106 
untuk Mitra Pasif 
Mitra pasif merupakan pihak yang tidak ikut serta dalam mengelola suatu 
usaha (biasanya yaitu lembaga keuangan) (Nurhayati & Wasilah, 2016). 
Berdasarkan PSAK No. 106 mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola 
usaha. Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa mitra pasif yaitu 
salah satu pihak yang tidak ikut andil dalam pengelolan suatu usaha, pihak 
tersebut biasanya adalah lembaga keuangan. Dalam hal ini BPRS bertindak 
sebagai mitra pasif. 
Akuntansi Untuk Mitra Aktif Dan Mitra Pasif 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Pengakuan investasi musyarakah 
Mitra 1 
anggung sesua 
Untung dibagi sesuai nisbah. Rugi ditanggung sesuai proporsi modal 
 
Untung, dibagi sesuai nisbah dan Rugi ditanggung sesuai proporsi 
dana modal 
modal 
Hasil Usah 
Hasil Usaha: Untung/Rugi 
si dana  
Proyek/Usaha 
i propor 
Mitra 2 
esuai nisbah 
dan Rugi dit 
Akad Musyarakah 
a: Untung/Rugi 
Proyek/Usaha 
Mitra 1 
Mitra 2 
Akad Musyarakah 
Untung dibagi sesuai 
nisbah. Rugi 
ditanggung sesuai 
proporsi modal 
 
Untung, dibagi s 
Sumber: Data diolah penulis, 2019 
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Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan modal musyarakah. 
b. Biaya pra-akad 
Biaya pra-akad tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah 
kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.  Biaya ini terjadi 
sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama, misal biaya studi 
kelayakan. Jurnal untuk mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya 
Dr. Uang Muka Akad     xxx 
Cr. Kas       xxx 
Biaya pra-akad dicatat sebagai penambah investasi jika mitra lain sepakat 
bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari investasi musyarakah. Jurnalnya 
adalah 
Dr. Investasi Musyarakah    xxx 
 Cr. Uang Muka Akad     xxx 
Apabila mitra lain tidak setuju biaya pra-akad dianggap sebagai bagian 
investasi musyarakah maka akan dicatat sebagai beban. Jurnalnya adalah 
Dr. Beban Musyarakah     xxx 
  Cr. Uang Muka Akad     xxx 
c. Pengukuran Investasi Musyarakah 
Penyerahan kas atau aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah. 
1) Penyerahan modal musyarakah berupa kas dihitung sesuai jumlah yang 
diberikan, jurnalnya adalah 
Dr. Investasi Musyarakah-Kas    xxx 
 Cr. Kas      xxx 
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2) Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas, maka dihitung dahulu nilai 
wajarnya. 
Jika nilai wajar aset non-kas lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya 
dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah dan dilaporkan dalam 
bagian ekuitas, jurnalnya adalah 
Dr. Investasi Musyarakah-Aset Nonkas   xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan    xxx 
Cr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah   xxx 
Cr. Aset Non-kas     xxx 
Selisih penilaian aset musyarakah diamortisasi selama masa akad 
musyarakah menjadi keuntungan, jurnalnya adalah 
Dr. Selisish Penilaian Aset Musyarakah   xxx 
 Cr. Keuntungan     xxx 
Jika nilai wajar aset non-kas lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya 
dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. 
Jurnalnya adalah 
Dr. Investasi Musyarakah Aset Non-kas   xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan    xxx 
Dr. Kerugian Penurunan Nilai    xxx 
 Cr. Aset Non-kas     xxx 
Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan diakhir akad akan diterima 
kembali maka atas aset non-kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai 
wajar dengan umur ekonomis, jurnalnya 
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Dr. Beban Depresiasi     xxx 
 Cr. Akumulasi Depresiasi    xxx 
Untuk mitra pasif, apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan nilai wajar 
lebih besar dari nilai buku maka selisihnya akan dicatat dalam akun 
keuntungan tangguhan dan dilaporkan sebagai akun kontra dari akun investasi 
musyarakah. 
Apabila aset non-kas dikembalikan di akhir akad maka akun investasi 
musyarakah non-kas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset 
yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. 
d. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, maka jurnalnya 
adalah 
Dr. Kas/Piutang      xxx 
  Cr. Pendapatan Bagi Hasil    xxx 
Apabila dari investasi yang dilakukan rugi, maka jurnalnya 
Dr. Kerugian     xxx 
  Cr. Penyisihan Kerugian    xxx 
e. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas, dan diakhir 
akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang 
disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah 
berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi/ dijual terlebih dahulu dan keuntungan 
atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai 
jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan atau rasio 
modal (Nurhayati & Wasilah, 2016). 
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Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada kerugian dan penjualan asset non-
kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalmya 
Dr. Kas       xxx 
  Cr. Investasi Musyarakah    xxx 
  Cr. Keuntungan     xxx 
Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset 
non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya 
Dr. Kas       xxx 
Dr. Penyisihan Kerugian     xxx 
  Cr. Investasi Musyarakah    xxx 
  Cr. Keuntungan     xxx 
Pencatatan diakhir akad 
1) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas.  
Jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya adalah 
Dr. Kas       xxx 
 Cr. Investasi Musyarakah    xxx 
Jika ada kerugian, maka jurnalnya adalah 
Dr. Kas       xxx 
Dr. Penyisihan Kerugian     xxx 
 Cr. Investasi Musyarakah    xxx 
2) Apabila modal investasi berupa aset non-kas, dan dikembalikan dalam 
bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad 
Jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya 
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Dr. Aset Non-Kas     xxx 
 Cr. Investasi Kerugian    xxx 
Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset non-kas harus 
menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya 
Dr. Penyisihan Kerugian     xxx 
 Cr. Kas      xxx 
Dr. Aset Non-Kas     xxx 
 Cr. Investasi Musyarakah    xxx  
f. Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan 
pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai investasi musyarakahnya 
sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan pada awal 
akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada 
mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif 
nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang 
diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif 
dan kerugian jika ada. 
2. Penyajian 
Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah 
dalam laporan keuangan sebagai berikut: 
a. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai 
investasi musyarakah. 
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b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan 
pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi 
musyarakah. 
3. Pengungkapan  
Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi 
tidak terbatas pada: 
a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, nisbah bagi 
hasil, proporsi kerja, dan lain-lain. 
b. Pengelola usaha 
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No 101 : Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
Tabel 2.1 
Perlakuan Akuntansi Mitra Pasif 
Keterangan PSAK No. 106 
Pengakuan dan 
pengukuran 
1. Pada saat 
akad 
 
 
1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas 
atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif 
(par.27). 
2. Pengukuran investasi musyarakah: 
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 
dibayarkan; dan 
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai 
wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan 
nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut 
diakui sebagai: 
1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama 
masa akad; atau 
2) Kerugian pada saat terjadinya (par. 28). 
3. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai 
wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya 
sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, 
dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan 
(jika ada) (par. 29). 
Tabel berlanjut… 
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Keterangan PSAK No. 106 
 
 
 
 
2. Selama akad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Akhir akad 
 
 
 
4. Pengakuan 
hasil usaha 
 
 
 
 
Penyajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, 
biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai 
bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan 
dari seluruh mitra (par. 30). 
 
1. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan 
pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai 
sebesar: 
a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha 
musyarakah pada awal akad dikurangi dengan 
kerugian (jika ada); atau 
b. Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat 
penyerahan untuk usaha musyarakah setelah 
dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (par. 
31). 
2. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun 
(dengan pengembalian dana mitra pasif secara 
bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan 
untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi 
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika 
ada) (par. 32). 
 
Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah  yang 
belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai 
piutang (par. 33). 
Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar 
bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan 
kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi 
dana (par. 34). 
1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra 
aktif disajikan sebagai investasi musyarakah; 
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset 
nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan 
sebagai pos lawan (contra account) dari investasi 
musyarakah (par.36). 
 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
Tabel berlanjut… 
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Pengungkapan 1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi 
dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 
musyarakah, dan lain-lain; 
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah (par. 37). 
  Sumber: Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 
 
 
2.2. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan suatu rangkaian konsep kejelasan hubungan 
antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, 
dengan meninjau teori yang disusun serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang 
terkait yang berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
penelitian yang diangkat. Secara sistematik kerangka berfikir dalam penelitian ini 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
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Berdasarkan gambar kerangka berfikir diatas dapat dilihat hubungan antara 
konsep peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan teori dan hasil penelitian 
terdahulu. Gambat tersebut menjelaskan objek dalam penelian ini yakni BPRS Al-
Mabrur Klaten dengan subjek yang diteliti adalah pembiayaan musyarakah, serta 
kesesuaiannya dengan PSAK No. 106 tentang akuntansi musyarakah.  
Penelitian ini  bermaksud untuk menganalisis penerapan akuntansi yakni 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan 
musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten dengan didasarkan pada PSAK 
No.106, yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan. 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dimulai saat peneliti menyusun usulan penelitian hingga 
terlaksananya laporan penelitian, yakni pada periode September 2018 sampai 
dengan Februari 2019. Penelitian dilakukan di BPR Syariah AL-MABRUR 
KLATEN yang beralamat di Jl. Klaten-Solo, Km. 04, Potrowangsan, 
Karanganom, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438. 
Penulis memilih BPRS Al-Mabrur Klaten sebagai tempat penelitian karena 
BPRS tersebut merupakan satu-satunya BPRS yang menyediakan produk 
pembiayaan musyarakah di Klaten. Sehingga dengan menjadi satu-satunya BPRS 
yang menyediakan produk musyarakah diasumsikan bahwa BPRS tersebut telah 
menerapkan PSAK No. 106 secara komprehensif. 
 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif berisikan suatu rangkaian teknik penerjemahan 
yang berupaya menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan dan 
memberikan makna dari fenomena sosial yang terjadi (Yusuf, 2012). Penelitian 
kualitatif didesain untuk menjelaskan bagaimana (proses) dan mengapa (makna) 
suatu fenomena tersebut dapat terjadi (Cooper & Schindler, 2006). 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan 
menjelaskan penerapan akuntansi musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten. 
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Penelitian deskriptif mencoba untuk menggambarkan sesuatu atau fenomena yang 
terjadi pada subjek penelitian (Sari, 2014). Penelitian kualitatif meliputi 
pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai fenomena 
yang terjadi pada subject penelitian (Susanto et al., 2017). 
 
 
3.3. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dapat digunakan 
peneliti dalam melakukan analisis pembahasan. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini yakni direktur, admin pembiayaan, dan bagian akuntansi pada BPRS 
Al-Mabrur Klaten, dengan tujuan untuk mengetahui informasi terkait pengakuan, 
pengukuran, pengungkapan dan penyajian terkait pembiayaan musyarakah.  
 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung/ 
tangan pertama (Sekaran & Bougie, 2017). Data primer dalam penelitian ini 
berupa data hasil wawancara langsung dengan pihak terkait pada BPRS Al-
Mabrur Klaten. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder berupa data dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah 
ada (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder diperoleh secara tidak langsung 
dari subjek penelitian, data tersebut berupa dokumentasi atas berbagai data yang 
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dibutuhkan seperti dokumen maupun laporan dan atau buku terkait (Putriandini & 
Irianto, 2012). 
 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting/integral dan 
strategis dari suatu desain penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data 
(Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan dua cara yakni dengan wawancara dan dokumentasi. 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang efektif yakni 
dengan cara bertanya langsung kepada narasumber (Effendi & Tukiran, 2017). 
Terdapat tiga jenis wawancara yang dapat dilakukan peneliti, yakni wawancara 
secara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur (Sekaran & Bougie, 
2017). 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, yakni 
dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara, namun 
pedoman wawancara tidak menjadi patokan artinya jika dirasa jawaban dari 
narasumber masih kurang jelas atau masih perlu ditanyakan, maka peneliti akan 
menanyakan kembali secara lebih rinci dan detail meskipun dalam pedoman 
wawancara tidak ada. 
Wawancara ditujukan kepada direktur, admin pembiayaan dan bagian 
akuntansi pada BPRS Al-Mabrur Klaten. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan 
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yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara nantinya dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat 
wawancara, sehingga wawancara bersifat terbuka namun tetap pada fokus 
masalah penelitian. 
Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data dan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai penerapan akuntansi 
musyarakah, sehingga nantinya data tersebut dapat diolah dan dijadikan sebagai 
bahan analisis. 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa yang telah terjadi. 
Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan peristiwa 
atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumen terkait fokus penelitian yang telah menjadi arsip dari subjek penelitian, 
seperti laporan keuangan, dokumen jurnal, data soft-file, data otentik, foto maupun 
arsip lainnya.  
 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. 
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang sudah 
umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model interaktif 
(model miles dan huberman). Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu 
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pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 
2017). 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan peneliti melalui kegiatan wawancara dan 
dokumentas. Data yang dikumpulkan berupa informasi yang tertuang dalam 
kalimat dan masih berupa data mentah yang tidak teratur. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, penyerdehanaan 
dan abstraksi dari data mentah.  
3. Sajian Data  
Sajian data berupa informasi yang memungkinkan menjadi kesimpulan 
penelitian. Sajian data dapat berupa matriks, gambar atau skema, table,dls.  
4. Penarikan Kesimpulan  
Dalam penarikan kesimpulan dibutuhkan verifikasi data yang digunakan 
untuk mengukur derajat kebenaran dari suatu data tersebut, sehingga 
kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. 
Keempat komponen analisis data tersebut merupakan satu kesatuan yang 
tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga dalam penelitian kualitatif 
tidak bisa mengambil salah satu komponen saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam bagan berikut: 
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Gambar 3.1 
Komponen dalam Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Validasi Data 
Validitas data berarti data yang telah dikumpulkan peneliti dapat digunakan 
untuk menggambarkan fenomena yang ingin diungkapkan peneliti (Afrizal, 2014). 
Validasi data didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yakni triangulasi/kepercayaan, 
keteralihan, kebergantungan dan  kepastian (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini 
digunakan teknik triangulasi yakni suatu teknik yang mengumpulkan data dengan 
cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
yang sudah ada. Dalam penelitian ini digunakan dua model triangulasi yakni 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Triangulasi sumber berupaya untuk membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan sumber 
yang berbeda dengan teknik yang sama.  Triangulasi teknik yaitu suatu cara 
Pengumpulan 
Data 
Reduksi Data 
Pengambilan 
Kesimpulan 
Sajian Data 
Sumber : Sugiyono (2017) 
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memeriksa validitas data dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil 
dokumentasi.  
Gambar 3.2 
Triangulasi Teknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 
Triangulasi Sumber 
 
 
 
Wawancara  
Dokumentasi 
Sumber 
Data Sama 
Wawancara  
A 
C 
B 
Sumber : Sugiyono (2017) 
 
Sumber : Sugiyono (2017) 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1 Sejarah Singkat BPRS Al-Mabrur Klaten 
PT. BPRS Al-Mabrur Klaten didirikan pada tanggal 08 April 2009 dengan 
Akte Notaris Tonny Rodhiyarto, SE,SH No.04, tanggal 08 April 2009 dan telah 
beroperasi sejak tanggal 07 September 2009melalui keputusan Gubernur Bank 
Indonesia No. 11/40/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 08 Agustus 2009 tentang 
Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Klaten.  
Kemudian pada tahun 2010 terjadi perubahan struktur modal dasar dan 
kepemilikan saham, dan perubahan tersebut telah disetujui oleh otoritas Bank 
Indonesia  dan telah disahkan oleh Notaris Tonny Rodhiyarto, SE,SH melalui 
perubahan Akte No. 09 tanggal 29 Juli 2010 dan perubahan Akte No. 04 tanggal 
07 September 2010.  
Kemudian pada tanggal 29 September 2012 dilakukan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa yang antara lain membahas pengalihan kepemilikan 
saham, sehingga merubah susunan kepemilikan saham dan Pemegang Saham 
Pengendali serta mengeluarkan saham simpanan sebanyak 150 lembar untuk 
meningkatkan jumlah modal disetor. Perubahan ini tertuang dalam Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 
Klaten oleh notaris Titik Kusumawati,SH No. 02 tanggal 01 Oktober 2012.  
Penambahan Modal disetor sebesar Rp 150.000.000 ini juga telah mendapat 
persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 15/36/DPbS/IDABS/Slo 
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tanggal 16 Mei 2013 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham I PT 
BPRS Al-Mabrur Klaten. 
Kemudian pada tanggal 06 Juni 2013 dilakukan lagi Rapat Umum 
Pemegang Saham PT. BPRS Al-Mabrur Klaten yang salah satu agendanya adalah 
melakukan penegasan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
tanggal 29 September 2012 sebagaimana tertuang dalam akte Pernyataan 
Keputusan Rapat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Klaten No. 20 
tanggal 12 Juni 2013 oleh Notaris Titik Kusumawati,SH. Komposisi kepemilikan 
saham PT. BPRS Al-Mabrur Klaten per 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 
Nama Pemegang Saham Jumlah Lembar Jumlah Nominal 
Yayasan Al-Mabrur Klaten  995 995.000.000 
H.Hanif Wahyudi 5 5.000.000 
Jumlah 1.000 1.000.000.000 
Sumber: Data diolah penulis dari hasil wawancara, 2019 
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4.1.2 Struktur Organisasi BPRS Al-Mabrur Klaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Visi, Moto dan Tujuan BPRS Al-Mabrur Klaten 
BPRS Al-Mabrur Klaten memiliki motto “Aman, Barokah dan Terpercaya”, 
yang mendukung terwujudnya visi BPRS yaitu “Menjadi perbankan syariah 
dengan mengedepankan tata kelola perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-
hatian, menjaga dan mengelola dana nasabah dengan aman dan dapat dipercaya, 
dengan mendapat ridho Allah dan menjadi barokah”. Disamping itu, BPRS Al-
Mabrur Klaten juga merupakan Bank peserta Program Penjaminan Simpanan, 
sehingga aman bagi para penyimpan dana, karena dana nasabah ikut dijamin oleh 
pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 
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Tujuan dari didirikannya BPRS Al-Mabrur Klaten ini adalah untuk 
memperluas kiprah perbankan syariah di Kabupaten Klaten, sehingga dalam 
operasionalnya diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 
khususnya bagi pengembangan ekonomi mikro, kecil dan menengah, guna 
tercapainya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. 
 
 
4.2 Gambaran Khusus 
Peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi 
pada salah satu produk pembiayaan pada BPRS Al-Mabrur Klaten, yaitu 
akuntansi pembiayaan musyarakah. Produk tersebut merupakan variable dari 
penelitian yang dilakukan. Sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan 
musyarakah digunakan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 106. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Al-Mabrur Klaten diperoleh data sebagai 
berikut: 
4.2.1   Mekanisme Pembiayaan Musyarakah 
Mekanisme pembiayaan musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten 
merupakan langkah-langkah dalam penyaluran dana (pembiayaan) musyarakah. 
Pihak yang melakukan pembiayaan musyarakat dinamakan pihak I dari pihak 
bank dan pihak II dari nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah. 
Mekanisme pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Al-Mabrur Klaten 
meliputi proses sebagai berikut: 
1. Nasabah datang ke BPRS Al-Mabrur Klaten untuk mengajukan pembiayaan.  
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah. 
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3. Nasabah memberikan SPK terkait proyek yang dijalankan serta surat 
perjanjian antara nasabah dengan pihak kontraktor atau penyedia proyek 
4. Melengkapi data administrasi seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
suami-istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi surat nikah, fotokopi 
jaminan, akte pendirian CV dan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib 
Pajak). 
5. Melakukan wawancara terkait pembiayaan serta survey pendahuluan dan 
melakukan BI Cheking 
6. Formulir pengajuan pembiayaan yang telah diisi kemudian di bahas oleh 
manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C, yaitu: 
a. Character atau kepribadian nasabah yang dimaksudkan untuk menilai 
kejujuran dan itikad baik nasabah sehingga tidak menyulitkan pelunasan 
pembiayaan di kemudian hari. 
b. Capacity atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran 
pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya. 
c. Capital atau modal usaha yang telah dimiliki oleh nasabah sehingga 
fungsi dari BPRS Al-Mabrur Klaten dalam penyediaan modal adalah 
sebagai pemberi modal tambahan saja. 
d. Collateral atau jaminan yang mudah dicairkan. 
e. Condition of economy atau prospek usaha nasabah. 
7. Survei pembiayaan terkait data yang disampaikan dengan fakta di lapangan 
baik jaminan maupun kemampuan usaha termasuk tempat tinggal dan omset 
usaha nasabah. Apabila jaminan berupa kendaraan, akan dilakukan cek fisik 
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sebagai keabsahan. Sedangkan untuk jaminan sertifikat akan dilakukan 
pengecekkan di notaris. Hal ini dilakukan sebagai realisasi pencairan dana. 
8. Jika pembiayaan disetujui maka segera dilakukan pembuatan akad dan 
pencairan dana. 
9. Catatan: usaha yang akan dibiayai telah berjalan setidaknya selama tiga bulan 
dan merupakan usaha yang halal. 
Berdasarkan hasil analisis data wawancara, penulis dapat menggambarkan 
skema mekanisme pembiayaan musyarakah sebagai berikut: 
Gambar 4.2 
Skema Prosedur Pembiayaan Musyarakah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calon Nasabah Mengajukan 
Permohonan Pembiayaan 
Musyarakahserta mengisi 
formulir  permohonan 
pembiayaan 
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Syarat Permohonan 
Pihak BPRSMelakukan 
Wawancara dan Survey 
Pendahuluan Serta 
melakukan BI Cheking 
Manajemen Melakukan 
Analisis Berdasarkan 5C 
Admin 
pembiayaan 
Direktur  
Ditolak 
Diterima 
Penandatanganan Surat 
Persetujuan 
Pembiayaan 
Pengembalian Berkas/ 
Dokumen Permohonan 
Akad  Pencairan 
Dana 
Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil wawancara, 2019 
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4.2.2 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah 
Terdapat beberapa produk pembiayaan di BPRS Al-Mabrur Klaten, antara 
lain pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, qard, salam, 
istisna, dan pembiayaan multijasa. Diantara delapan produk pembiayaan tersebut, 
jumlah pembiayaan yang paling dominan yakni pembiayaan murabahah atau jual-
beli. Sedangkan untuk pembiayaan salam, istisna dan qard belum ada pembiayaan 
yang terjadi. Berikut tabel ringkasan presentase pembiayaan pada BPRS Al-
Mabrur Klaten: 
Tabel 4.1 
Presentase Pembiayaan BPRS Al-Mabrur Klaten 
Periode 2012 - September 2018 
(dalam ribuan rupiah) 
 
Jenis 
Pembiayaan 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 September 
2018 
Murabahah 73,90% 82,03% 90,82% 92,06% 95,13% 94,29% 88,34% 
Mudharabah 3,41% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Musyarakah 9,35% 8,20% 1,83% 0,22% 0,00% 0,00% 5,76% 
Ijarah  0,56% 0,19% 0,16% 0,17% 0,16% 0,17% 0,27% 
Multijasa  12,75% 8,78% 7,18% 7,54% 4,70% 5,54% 5,64% 
Sumber: Data diolah penulis, 2019 
Pembiayaan musyarakah secara umum selalu mengalami jumlah fluktuatif 
mulai tahun 2011. Selama delapan tahun, terdapat dua tahun dimana tidak ada 
pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan mitra yang telah melakukan 
pelunasan serta tidak adanya pengajuan pembiayaan musyarakah oleh nasabah. 
Tahun 2018, pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan terbanyak kedua 
setelah murabahah dan satu-satunya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 
Informasi tersebut sesuai dengan dukungan hasil wawancara dengan ibu Dwi 
selaku bagian accounting yang mengatakan: 
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“Perkembangannya sejak dari berdiri sampai sekarang ya 
lumayan bagus sih. Cuman kalau disini itu lebih banyak yang 
murabahah atau jual-beli. Untuk pembiayaan musyarakah itu ada 
5-6 orang yaa paling banyak itu 6 orang nasabah dan itu ngga 
tentu paling yaa itu max 6 orang” (Dwi, 09 Januari 2019) 
 
Gambar 4.3 
Grafik Pembiayaan Musyarakah 
BPRS Al-Mabrur Klaten  
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah pembiayaan musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten mengalami 
fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan musyarakah pada tahun 
2011-2013 yang terus mengalami peningkatan dengan jumlah berturut-turut yakni 
Rp220.000.000,  Rp963.500.00, Rp 1.045.333.000. Namun, pada tahun 2014-
2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni Rp235.278.000 dan 
Rp27.778.000. Sedangkan pada tahun 2016-2017 tidak terdapat pembiayaan 
musyarakah dan pada bulan September 2018 tercatat jumlah pembiayaan 
musyarakah sebesar Rp695.000.000. 
4.2.3 Akad Pembiayaan Musyarakah 
Akad pembiayaan musyarakah merupakan surat perjanjian antara pihak 
BPRS Al-Mabrur Klaten sebagai pemilik dana (mitra pasif) dan nasabah sebagai 
pengelola dana (mitra aktif). Dalam akad perjanjian memuat beberapa pasal yang 
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terdiri dari beberapa point, seperti jumlah pembiayaan yang diajukan dan 
penggunaannya, jangka waktu, biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya akad, 
perhitungan proyeksi keuntungan, tanggal dan jumlah angsuran tiap bulan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitri selaku admin pembiayaan, 
menyebutkan: 
 “Kalau akadnya itu isinya ada proporsi modal, proporsi bagi 
hasil, jangka waktu, biaya yang ditimbulkan (asuransi, 
notaris,administrasi, materai, dll), jaminannya juga disertakan, 
proyek yang dikerjakan itu semua kita sertakan diakad.” (Fitri, 09 
Januari 2019) 
 
Besarnya pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah tidak 
sepenuhnya sesuai dengan permintaan nasabah, namun dilihat dari hasil tinjauan 
pihak BPRS pada usaha yang dimiliki nasabah. Jika hasil tinjauan sudah bisa dan 
dianggap mampu untuk mengembalikan sebesar dana yang dipinjamnya serta 
mendapat persetujuan dari direktur, maka jumlah yang diminta dapat langsung 
diberikan. Namun, hal berbeda jika hasil tinjauan pihak BPRS melihat ada 
indikasi yang nantinya dapat bermasalah, maka pihak BPRS biasanya hanya 
memberikan 50%-60% dari jumlah yang diajukan.  
Angsuran setiap bulan hanya terdiri dari margin keuntungan saja dengan 
lampiran laporan hasil usaha dari nasabah. Sedangkan untuk pokoknya pihak 
BPRS menerapkan untuk pokok dibayar saat jatuh tempo. Apabila kewajiban 
belum terpenuhi dan nasabah berhenti membayar angsuran, pihak BPRS akan 
mengirimkan surat pemberitahuan sampai nanti jika nasabah tidak bisa membayar 
maka dilakukan pelelangan untuk barang yang dijaminkan. Jika usaha nasabah 
masih dipandang layak namun tertunda dalam membayar bagi hasil, maka 
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nasabah tetap berkewajiban membayar bagi hasil yang telah disepakati pada awal 
akad, dengan melakukan perpanjangan/restrukturisasi jangka watu pembayaran.  
Akad pembiayaan musyarakah berakhir apabila nasabah telah 
mengembalikan seluruh sisa pembiayaan yakni pokok diakhir jatuh tempo serta 
kewajiban lainnya pada pihak BPRS. Jika mitra meninggal maka pembiayaan 
akan ditutup dengan asuransi yang dimiliki nasabah, dan jika nasabah tidak 
memiliki asuransi maka ahli waris yang akan menutup seluruh kekurangan 
pembayaran. 
Tabel 4.2 
Penerapan Rukun dan Ketentuan pada Praktik Musyarakah 
 
No Musyarakah Terpenuhi 
 
1 
 
2 
3 
4 
Rukun: 
Terdapat pelaku: mitra aktif (nasabah) dan mitra pasif 
(BPRS) 
Objek musyarakah berupa modal kerja maupun investasi 
Adanya ijab kabul/ akad 
Adanya nisbah keuntungan 
 
  
 
  
  
  
 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
Ketentuan: 
Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak/akad dan dilakukan pada saat akad 
Akad dituangkan secara tertulis 
Mitra harus cakap hukum 
Modal berupa uang tunai 
Adanya jaminan untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan 
System pembagian keuntungan tertuang dengan jelas 
dalam akad 
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
Sumber: DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 
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4.3   Hasil Penelitian   
1.   Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Musyarakah 
di BPRS Al-Mabrur Klaten 
a.   Pengakuan Investasi 
Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan 
aset non-kas kepada mitra aktif. Hasil wawancara dengan ibu Fitri pada bagian 
admin pembiayaan menyebutkan bahwa: 
“Dicatatnya pas akad kan setelah akad masuk system jadi pas hari 
akad juga. Nanti kan habis akad biasanya nasabah langsung narik 
uangnya. Tapi ada juga sih nasabah yang nariknya itu ngga 
langsung semua jadi misal minggu ini ditarik nanti pas pengerjaan 
tahap ini baru ditarik lagi gitu.” (Fitri, 09 Januari 2019) 
 
Sedangkan hasil wawancara dengan narasumber yang berbeda yakni ibu 
Dwi bagian accounting mengatakan:  
“Ya pas ini, dicatatnya disistem itu yaa pas pencairan dananya pas 
realisasinya.” (Dwi, 09 Januari 2019) 
 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa BPRS Al-Mabrur Klaten 
mengakui dana musyarakah dalam bentuk kas yang disalurkan sebagai 
pembiayaan musyarakah pada saat pencairan dana yang diberikan kepada 
nasabah. BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non-kas. Pencairan 
dana dilakukan dengan dua cara yakni dengan sekali setelah akad pembiayaan 
musyarakah disepakati atau secara bertahap sesuai penyelesaian tahapan proyek 
yang dijalankan . Pembayaran angsuran pembiayaan  dilakukan setiap bulan yakni 
dengan membayar margin keuntungan yang disertai dengan laporan hasil usaha 
dari nasabah. Sedangkan untuk pokoknya dibayar pada saat jatuh tempo. 
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b.   Pengakuan Biaya 
BPRS Al-Mabrur Klaten tidak mengakui biaya yang terjadi berkaitan 
dengan musyarakah sebagai pembiayaan musyarakah. Biaya yang ditumbulkan 
seperti biaya administrasi, biaya materai, biaya studi pendahuluan, biaya notaris 
dan biaya asuransi seluruhnya dibebankan kepada nasabah. Hasil wawancara 
dengan admin pembiayaan, menyebutkan: 
“Dibayar sendiri oleh nasabah. Jadi memang disini ketentuannya 
seluruh biaya terkait dengan adanya pembiayaan itu dibayar 
nasabah. Jadi sebelumnya nasabah sudah harus masuk direkening 
tabungannya untuk persediaan biaya itu, termasuk biaya asuransi, 
biaya notaris, biaya materai, dll.” (Fitri, 09 Januari 2019) 
c.   Pengakuan Piutang 
BPRS Al-Mabrur Klaten mengakui pembiayaan musyarakah dan bagi 
hasil yang belum dibayar oleh nasabah kepada BPRS sebagai piutang. Jika sampai 
akhir jatuh tempo nasabah belum dapat mengembalikan dana maka akan 
dilakukan perpanjangan/ restrukturisasi jangka waktu dengan membuat akun baru 
yang nanti digunakan untuk melunasi akun lama dan jika nasabah sudah 
membayar seluruh kekurangan maka digunakan untuk melunasi akun yang baru. 
Hal ini dilakukan pihak BPRS Al-Mabrur Klaten karena metode pencatatan yang 
dilakukan pihak BPRS menggunakan cash basis. Namun, perpanjangan/ 
restrukturisasi jangka waktu ini hanya dapat dilakukan dua kali. 
d.   Pengakuan Keuntungan 
BPRS Al-Mabrur Klaten mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah 
menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran margin dilakukan secara 
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bulanan dengan melampirkan laporan hasil usaha dari nasabah. Perhitungan 
nisbah bagi hasil menggunakan persentase yang ditentukan pada awal akad. 
e.   Pengakuan Kerugian 
BPRS Al-Mabrur Klaten tidak mengakui kerugian yang ditimbulkan oleh 
kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh nasabah. Kerugian akibat adanya 
kelalaian atau kesalahan nasabah dalam mengelola dana akan dibebankan kepada 
nasabah dan tidak mengurangi investasi musyarakah. Namun, jika kerugian 
disebabkan oleh adanya bencana, maka pihak BPRS akan memberikan diskon 
terkait jumlah margin yang harus dibayarkan setiap bulannya, namun untuk pokok 
nilainya tetap dan dibayar pada saat jatuh tempo. 
2. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan Musyarakah 
di BPRS Al-Mabrur Klaten 
Perlakuan akuntansi musyarakah terkait pengukuran pembiayaan 
musyarakah pada BPRS Al-Mabrur yakni menyatakan jumlah uang untuk 
mengakui dan memasukkannya ke setiap dalam unsur laporan keuangan. Hasil 
wawancara dengan ibu Dwi pada bagian accounting menyebutkan bahwa:  
“Sebesar itu jumlah yang diberikan nyatatnya.” (Dwi, 09 Januari 
2019) 
 
Sedangkan hasil wawancara dengan narasumber yang berbeda yakni ibu 
Fitri pada bagian admin pembiayaan mengatakan:  
“Yaa itu yang dicairkan ke nasabah itu yang dicatat.” (Fitri, 09 
Januari 2019) 
 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa BPRS Al-Mabrur Klaten 
mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BPRS kepada 
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nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah 
disetujui. 
3. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan Musyarakah di 
BPRS Al-Mabrur Klaten 
BPRS Al-Mabrur Klaten menyajikan total pembiayaan musyarakah yang 
diberikan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat yakni 
jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam laporan neraca BPRS 
Al-Mabrur Klaten kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai 
pembiayaan musyarakah. Berikut laporan neraca BPRS Al-Mabrur Klaten  
Gambar 4.4 
Laporan Neraca BPRS Al-Mabrur Klaten 
Periode September 2018 
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Berdasarkan data laporan neraca tersebut dapat dilihat bahwa BPRS Al-
Mabrur Klaten menyajikan jumlah kas yang disisihkan oleh mitra aktif sebagai 
pembiayaan musyarakah bukan sebagai investasi musyarakah.  Hal ini diperkuat 
dengan hasil wawancara dengan bagian direktur yang menyatakan bahwa: 
“Dicatat sebagai aktiva produktif sebagai pembiayaan 
musyarakah. Itu di laporan publikasi kan ada, bisa dilihat disitu.” 
(Arifin, 03 Januari 2019) 
 
4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan 
Musyarakah di BPRS Al-Mabrur Klaten 
Pada pembiayaan musyarakah BPRS Al-Mabrur Klaten tidak membuat 
catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha 
musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 
musyarakah dan pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif dalam akad 
musyarakah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
 
 
4.4 Analisis dan Pembahasan 
BPRS Al-Mabrur Klaten beralamat di Jl. Klaten-Solo, Km. 04, 
Potrowangsan, Karanganom, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 
57438. BPRS memiliki kegiatan menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk 
tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, dan 
memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan BPRS 
Al-Mabrur Klaten adalah pembiayaan produktif (pembiayaan mudharabah dan 
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pembiayaan musyarakah), pembiayaan konsumtif (pembiayaan murabahah dan 
pembiayaan ijarah), dan pembiayaan untuk kebajikan (qardhul hasan).  
BPRS Al-Mabrur Klaten menetapkan persentase bagi hasil 30:70, yakni 
30% untuk pihak BPRS dan 70% untuk pihak nasabah, namun pada 
pelaksanaannya dapat dilakukan negosiasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. Usaha yang didanai dengan pembiayaan musyarakah merupakan usaha 
yang sudah berjalan setidaknya selama tiga bulan dan memiliki surat perjanjian 
kerja. Dari usaha yang sudah berjalan tersebut, dapat diperkirakan besarnya 
pendapatan yang akan datang. Dari data khusus berupa hasil wawancara dan 
dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah, dapat 
dianalisis sebagai berikut: 
1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
BPRS Al-Mabrur Klaten dengan  PSAK No. 106 
Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi 
definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam 
neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos 
tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya 
ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus 
diakui dalam neraca atau  laporan  laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos 
semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang 
digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan (IAI, 2007a).  
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a. Pengakuan Investasi 
PSAK No. 106 paragraf 27, investasi musyarakah diakui pada saat 
pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pada 
praktiknya, pembiayaan musyarakah di BPRS Al-Mabrur Klaten diakui saat 
pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
praktik pengakuan investasi di BPRS Al-Mabrur Klaten telah sesuai dengan 
PSAK No. 106. 
b. Pengakuan Biaya 
PSAK No. 106, pengakuan beban Dijelaskan pada paragraf 18, biaya yang 
terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat 
diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh 
mitra musyarakah; dan sesuai dengan PSAK No. 106, BPRS Al-Mabrur Klaten 
tidak mengakui biaya yang terjadi akibat pembiayaan musyarakah sebagai bagian 
dari pembiayaan musyarakah. 
c. Pengakuan Piutang 
PSAK No. 106 paragraf 33 menyebutkan, investasi musyarakah yang 
belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhiri diakui sebagai piutang. 
Sesuai dengan PSAK No. 106, BPRS Al-Mabrur Klaten mengakui piutang 
sebagai berikut: 
1) Pokok pembiayaan musyarakah yang belum dibayar oleh pengelola dana 
(nasabah) di akhir akad atau saat jatuh tempo diakui BPRS sebagai piutang, 
dengan melakukan perpanjangan atau restrukturisasi jangka waktu 
pengembalian dana 
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2) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui 
BPRS sebagai piutang. Jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran bagi 
hasil atau margin di setiap bulan yaitu selama 7 hari, maka nasabah akan 
dikenai denda sebesar 2% dari jumlah angsuran. 
d. Pengakuan Keuntungan 
PSAK No. 106 menjelaskan pengakuan keuntungan sebagai berikut: 
1) Paragraf 09, keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara 
proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun 
aset non-kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra., sedangkan 
kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan 
(baik berupa kas maupun aset non-kas); 
2) Paragraf 10, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari 
mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh 
keuntungan lebih besar untuk dirinya; bentuk keuntungan lebih tersebut dapat 
berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau 
bentuk tambahan keuntungan lainnya; 
3) Paragraf 11, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan 
nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, 
bukan dari jumlah investasi yang disalurkan; dan 
4) Paragraf 34, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian 
mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah 
diakui sesuai dengan porsi dana. 
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Pada BPRS Al-Mabrur Klaten, pengakuan keuntungan dilakukan seperti di 
bawah ini: 
1) Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan 
diawal atau nisbah bagi hasil. Sedangkan, untuk pokok dibayar diakhir saat 
jatuh tempo.  
2) Pengakuan penghasilan usaha diakui dari persentase untuk menentukan 
perkiraan pendapatan penghasilan. 
Pengakuan keuntungan di BPRS Al-Mabrur Klaten belum sepenuhnya 
sesuai dengan PSAK No. 106. Pengakuan penghasilan usaha seharusnya diakui 
dari penghasilan usaha riil nasabah, bukan menggunakan persentase. 
e. Pengakuan Kerugian 
PSAK No. 106 menjelaskan pengakuan kerugian sebagai berikut: 
1) Paragraf 24, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana 
masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah; dan 
2) Paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau 
pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau 
pengelola usaha musyarakah. 
Pada BPRS Al-Mabrur Klaten mengakui kerugian dengan cara sebagai 
berikut: 
1) Kerugian yang disebabkan secara tidak sengaja atau adanya bencana, tidak 
mengurangi jumlah pokok pembiayaan, namun mendapat diskon dalam 
pembayaran margin setiap bulannya.  
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2) Kerugian yang terjadi karena kesengajaan mitra, kerugian ditanggung oleh 
mitra (pengelola modal). 
Belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 106. 
Praktik pengakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan 
kerugian karena kelalaian mita aktif, pengakuan piutang, dan pengakuan beban 
telah sesuai dengan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan akuntansi 
pembiayaan musyarakah mengenai pengakuan kerugian yang disebabkan karena 
tanpa unsur kesengajaan atau bencana dan pengakuan keuntungan belum sesuai 
dengan PSAK No. 106. 
2. Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
BPRS Al-Mabrur Klaten dengan PSAK No. 106 
Setelah membahas tentang pengakuan, hal yang diakui harus diukur. 
Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 
Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (IAI, 2007a).  
Pengukuran investasi musyarakat dalam PSAK No. 106 paragraf 28 adalah 
sebagai berikut: 
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih 
antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui 
sebagai: 
1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau 
2) Kerugian pada saat terjadinya. 
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Pada BPRS Al-Mabrur Klaten, pembiayaan musyarakah diukur sejumlah 
uang yang dibayarkan BPRS pada saat pencairan dana. Tidak terdapat pengukuran 
aset non-kas karena BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset 
non-kas.  
Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai 
dengan PSAK No. 106. Hal tersebut telah sesuai karena BPRS Al-Mabrur Klaten 
mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BPRS kepada 
nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah 
disetujui. 
3. Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
BPRS Al-Mabrur Klaten dengan PSAK No. 106 
Penyajian merupakan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan 
dalam laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang 
membutuhkan seperti manajemen dan masyarakat umum. Pembahasan tentang 
perlakuan akuntansi untuk penyajian atas pembiayaan musyarakah terdapat dalam 
PSAK No. 106 paragraf 36.  
Penyajian akuntansi musyarakah dalam PSAK No. 106 untuk mitra pasif 
paragraph 36, kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan 
sebagai investasi musyarakah. BPRS Al-Mabrur Klaten menyajikan total 
pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sesuai 
dengan nilai yang tercatat yakni jumlah pembiayaan yang diberikan kepada 
nasabah. Dalam laporan neraca BPRS Al-Mabrur Klaten kas yang disisihkan oleh 
mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan musyarakah. Sehingga penyajian 
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akuntansi musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten belum sesuai dengan PSAK 
No. 106. 
4. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah 
di BPRS Al-Mabrur Klaten dengan PSAK No. 106 
Pengungkapan adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada 
laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan (Ma’ruf, 2018).   
Pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah dalam PSAK No. 106 
dijelaskan dalam paragraph 37, Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti 
porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. 
Dalam praktiknya BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga 
peneliti tidak dapat menganalisa kesesuaian pengungkapan pembiayaan 
musyarakah. 
Tabel 4.3 
Pembahasan Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah 
PSAK No. 106 BPRS Al-Mabrur Klaten 
Pengakuan: 
1. Investasi musyarakah diakui pada saat 
pembayaran kas atau aset non-kas 
kepada mitra aktif (paragraf 27) 
 
2. Biaya yang terjadi akibat akad 
musyarakah (misalnya, biaya studi 
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai 
bagian investasi musyarakah kecuali 
ada persetujuan dari seluruh mitra 
musyarakah. (paragraf 30) 
 
3. Pada saat akad diakhiri, investasi 
musyarakah yang belum dikembalikan 
oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 
(paragraf 33) 
 
  
Sesuai, penyerahan dana kas kepada 
mitra aktif diakui sebagai 
pembiayaan musyarakah. 
 
Sesuai, biaya yang timbul akibat 
adanya akad musyarakah bukan 
bagian dari pembiayaan, dan 
ditanggung oleh nasabah. 
 
 
 
Sesuai, dana yang belum 
dikembalikan oleh mitra aktif 
diakui sebagai piutang, dengan 
melakukan restrukturisasi jangka 
waktu. 
Tabel berlanjut… 
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PSAK No. 106 BPRS Al-Mabrur Klaten 
4. Pendapatan usaha investasi 
musyarakah diakui sebesar bagian 
mitra pasif sesuai kesepakatan. 
Sedangkan kerugian investasi 
musyarakah diakui sesuai dengan porsi 
dana. (paragraf 34) 
 
 
 
 
 
 
Belum sesuai, pendapatan bagi hasil 
yang diterima dihitung berdasarkan 
proyeksi persentase untuk 
menentukan perkiraan. Kerugian 
sepenuhnya ditanggung nasabah, 
kecuali bukan karena unsur 
kesengajaan maka akan diberikan 
diskon untuk pembayaran margin 
tiap bulannya, namun untuk pokok 
nilainya tetap dan dibayarkan 
diakhir akad. 
 
Pengukuran: 
Pengukuran investasi musyarakah:  
Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah 
yang dibayarkan. (paragraf 28) 
Sesuai, pembiayaan musyarakah 
diberikan dalam bentuk tunai 
diukur sejumlah uang yang 
diberikan. 
 
Penyajian: 
Kas atau aset non-kas yang diserahkan 
kepada mitra aktif disajikan sebagai 
investasi musyarakah. (paragraf 36) 
 
 
 
Tidak sesuai, Kas yang diserahkan 
kepada nasabah (mitra aktif) 
disajikan sebagai pembiayaan 
musyarakah 
 
Pengungkapan: 
Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, 
seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, 
aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain 
(paragraf 37) 
 
Tidak membuat catatan atas laporan 
keuangan. 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari empat item analisis yakni 
dengan tujuh point analisis, terdapat empat point yang menunjukkan bahwa BPRS 
Al-Mabrur Klaten telah sesuai dengan PSAK No.106, yakni BPRS Al-Mabrur 
mengakui pembiayaan musyarakah pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif, 
mengakui dana yang belum dikembalikan oleh nasabah sebagai piutang serta 
mengakui biaya yang timbul akibat terjadinya akad bukan bagian dari 
pembiayaan, pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang diberikan. 
Lanjutan Tabel 4.3 
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Sedangkan dua point lainnya yakni keuntungan dan kerugian serta 
penyajian belum sesuai dengan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian dengan PSAK 
No 106 dikarenakan bagian accounting yang memiliki pengetahuan terbatas 
terkait PSAK 106 serta tidak adanya pembekalan skill terkait penerapan standart 
akuntansi. Pada point pengungkapan tidak dapat dianalisis karena ketidakserdiaan 
data.
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penerapan akuntansi musyarakah (pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan) di BPRS Al-Mabrur Klaten secara umum telah sesuai dengan 
PSAK No.106,yakni: 
1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Klaten mengenai 
pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri dari 
pengakuan investasi, pengakuan kerugian atas kelalaian nasabah, pengakuan 
piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 106. Namun, 
praktik pengakuan akuntansi pembiayaan musyarakah mengenai pengakuan 
keuntungan dan kerugian bukan karena kelalaian nasabah belum sesuai dengan 
PSAK No. 106 . 
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Klaten mengenai 
pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan 
PSAK No. 106. 
3. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Klaten mengenai 
penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan 
PSAK No. 106. Karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai 
pembiayaan musyarakah bukan investasi musyarakah. 
4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Al-Mabrur Klaten mengenai 
pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah tidak dapat dianalisis 
karena BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.  
64 
   
 
 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian, yaitu BPRS Al-Mabrur Klaten. 
BPRS tersebut merupakan kantor pusat, namun laporan keuangan yang diijinkan 
untuk dijadikan bahan penelitian terbatas pada laporan keuangan tahun 2017 yang 
telah dipublikasikan di website www.ojk.go.id. 
 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran baik bagi 
BPRS Al-Mabrur Klaten terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain: 
1. Bagi BPRS Al-Mabrur Klaten diharapkan dapat mengungkapkan besarnya 
pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memadukan antara PSAK No. 106 
dan PSAK No. 59 sebagai standart yang digunakan untuk menganalisis 
perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BPRS Al-Mabrur Klaten. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1 
Pedoman Wawancara 
Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan 
Bagaimana 
penerapan akuntansi 
musyarakah 
(pengakuan, 
pengukuran, 
penyajian dan 
pengungkapan) di 
BPRS Al-Mabrur 
Klaten 
Pengakuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengukuran 
 
 
Penyajian 
 
 
Pengungkapan 
1. Kapan investasi musyarakah dicatat ? 
2. Dalam bentuk apa saja pembiayaan 
musyarakah diserahkan kepada 
nasabah ? 
3. Adakah biaya yang dikeluarkan pihak 
BPRS Al-Mabrur Klaten akibat 
terjadinya akad musyarakah dengan 
nasabah ? 
4. Sebesar berapa rupiah bagian dana 
pihak BPRS Al-Mabrur Klaten dalam 
investasi musyarakah permanen ? 
5. Nasabah yang belum mengembalikan 
dana kepada BPRS Al-Mabrur Klaten 
ketika akad telah berakhir dicatat 
sebagai ? 
6. Bagaimana perhitungan bagi hasil 
pada investasi musyarakah? 
7. Bagaimana perlakuannya jika terjadi 
kerugian dalam mengelola usaha? 
8. Bagaimana jika pembiayaan 
musyarakah berakhir ditengah-tengah 
jalan? Jika ada yang meninggal/ 
modal musyarakah telah habis? 
 
1. Dinilai sebesar berapa rupiah 
pembiayaan musyarakah yang 
diserahkan kepada nasabah ? 
 
1. Dalam laporan keuangan pembiayan 
musyarakah yang diserahkan BPRS 
Al-Mabrur Klaten kepada nasabah 
ditulis sebagai akun apa ? 
1. Apa saja isi kesepakatan usaha 
musyarakah pada BPRS Al-Mabrur 
Klaten? 
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Lampiran 2 
Form Catatan Wawancara I 
Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019 
Tempat  : BPRS Al-Mabrur Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Bapak Arifin Hidayat, SE 
Jabatan : Direktur Utama 
2. Hasil Wawancara 
1. Kapan pembiayaan musyarakah dicatat? 
”Ya pada saat terjadi pengikatan , setelah dilakukan pengikatan dan 
kemudian dilakukan pencairan dana yaa itu nanti dicatat.” 
2. Bagaimana perlakuan biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya akad 
musyarakah dengan nasabah? 
”Dibayar sendiri oleh nasabah. Jadi memang disini ketentuannya 
seluruh biaya terkait dengan adanya pembiayaan itu dibayar nasabah. 
Jadi sebelumnya nasabah sudah harus masuk direkening tabungannya 
untuk persediaan biaya itu, termasuk biaya asuransi, biaya notaris, 
biaya materai, dll.” 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah pembiayaan musyarakah yang diserahkan 
kepada nasabah ? 
“Sebesar yang diajukan.” 
4. Dalam laporan keuangan pembiayan musyarakah yang diserahkan 
BPRS Al-Mabrur Klaten kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
 “Dicatat sebagai aktiva produktif sebagai pembiayaan musyarakah. Itu 
di laporan publikasi kan ada, bisa dilihat disitu.” 
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Lampiran 3 
Form Catatan Wawancara II 
Hari, Tanggal : Rabu, 09 Januari 2019 
Tempat  : BPRS Al-Mabrur Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Ibu Dwi Istanti 
Jabatan : Accounting 
2. Hasil Wawancara 
1. Kapan pembiayaan musyarakah dicatat? 
”Ya pas ini, dicatatnya disistem itu yaa pas pencairan dana nya pas 
realisasinya.” 
2. Bagaimana perlakuan biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya akad 
musyarakah dengan nasabah? 
”Biayanya itu dibayar dulu di awal. Jadi nasabah itu nanti setor dulu 
ke rekening. Dan biaya itu ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.” 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah pembiayaan musyarakah yang diserahkan 
kepada nasabah ? 
”Sebesar itu jumlah yang diberikan nyatatnya.” 
4. Dalam laporan keuangan pembiayan musyarakah yang diserahkan 
BPRS Al-Mabrur Klaten kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
”Dicatatnya ya musyarakah.” 
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Lampiran 4 
Form Catatan Wawancara III 
Hari, Tanggal : Rabu, 09 Januari 2019 
Tempat  : BPRS Al-Mabrur Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Ibu Fitri 
Jabatan : Admin Pembiayaan 
2. Hasil Wawancara 
1. Kapan pembiayaan musyarakah dicatat? 
”Dicatatnya pas akad kan setelah akad masuk system jadi pas hari 
akad juga. Nanti kan habis akad biasanya nasabah langsung narik 
uangnya. Tapi ada juga sih nasabah yang nariknya itu ngga langsung 
semua jadi misal minggu ini ditarik nanti pas pengerjaan tahap ini 
baru ditarik lagi gitu.” 
2. Bagaimana perlakuan biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya akad 
musyarakah dengan nasabah? 
” Biaya sepenuhnya ditanggung nasabah. Kayak biaya administrasi, 
studi pendahuluan itu dibayar nasabah.” 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah pembiayaan musyarakah yang diserahkan 
kepada nasabah ? 
”Yaa itu yang dicairkan ke nasabah itu yang dicatat.” 
4. Dalam laporan keuangan pembiayan musyarakah yang diserahkan 
BPRS Al-Mabrur Klaten kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
”Pembiayaan musyarakah.” 
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Lampiran 5 
 
Dokumentasi 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Jadwal Penelitian 
 
No Bulan September 
2018 
Oktober  
2018 
November 
2018 
Desember 
2018 
Januari 
2019 
Februari 
2019 
Maret 
2019 
April 
2019 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
proposal 
   X X X                           
2 Konsultasi 
 
     X X  X      X X X X X              
3 Revisi       X X  X      X X X X X              
4 Pengumpulan 
Data  
             X X X X X               
5 Analisis Data              X X X X X               
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                      X          
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
                   X             
8 Munaqasah                      X           
9 Revisi Skripsi                       X          
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Lampiran 12  
Cek Plagiasi 
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